
WALI KOTA BAUBAU

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 49 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR 106 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN, YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ekonomis,

efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta

menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 12

P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji

Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33

Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional, maka

dipandang perlu melakukan Perubahan Peraturan Wali

Kota Baubau Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Baubau Tahun Anggaran 2024 terkait dengan

pertanggungjawaban pelaksanaaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2024,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota,:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409),

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001. Nomor 93, Tambahan Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Nomor 4120),
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856),:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757)j

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6897),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614):

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890),

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negra

Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan

Lessmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177):

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272),

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara

Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6523),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402):

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6847),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6494), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun

2021 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2

tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626),

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6883),

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909),

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor

16 Tahun 2013 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 63),

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 57),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan

Prasarana Kerja Pemeritah Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata

Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 630),:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1781):



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799),

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Barang Mililk Daerah Kota Baubau

(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2023 Nomor 1),

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2024

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Baubau

(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2024 Nomor 2),

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016

Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau

Tahun 2021 Nomor 2):

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2023

tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota

Baubau Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota

Baubau Tahun 2023 Nomor 5),

Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2018 tentang

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko di Lingkungan

Pemerintah Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau

Tahun 2018 Nomor 4),

Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 29 Tahun 2018 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Baubau

(Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2018 Nomor 29):

Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 32 Tahun 2018 tentang

Kode Etik “Penyelenggara Pelayanan Pengadaan

Barang/Jasa Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau

Tahun 2018 Nomor 32),

Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 52 Tahun 2023 tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Daerah Kota Baubau Tahun 2023 Nomor 52):

Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 53 Tahun 2023 tentang

Kebijakan Akuntansi dan Sistem Pemerintah Daerah (Berita

Daerah Tahun 2023 Nomor 53),

Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 104 Tahun 2023

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah

Tahun 2023 Nomor 104),



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 106 TAHUN 2023

TENTANG PEDOMAN :- PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BAUBAU

TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 106 Tahun 2023

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Baubau Tahun Anggaran 2024, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada ayat (1) angka 40 dan 41 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

40. Biaya transpor adalah biaya untuk keperluan transporasi darat, laut, udara

(termasuk tol, dirport tax, retribusi dipungut di terminal, stasiun, bandara,

dan pelabuhan) yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (tidak termasuk

biaya parkir).

41. Biaya penginapan adalah biaya penginapan perjalanan dinas dalam rangka

pelaksanaan tugas, dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

2. Ketentuan pada ayat (2) Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98

(2). Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai
biaya riil dengan batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Biaya

Umum yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

3. Ketentuan pada ayat (3) Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

(3). Biaya tiket pesawat/tiket bus/tiket kereta api/transporasi laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya untuk pembelian tiket
pesawat udara/tiket bus/tiket kereta api/transporasi laut pergi pulang (PP)

dari bandara/terminal/stasiun/pelabuhan keberangkatan suatu kota ke
bandara/terminal/stasiun/pelabuhan kota tujuan dan dibayarkan secara at
cost (riil cost).



Pasal 1

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Diundangkan di Baubau

pada tanggal, 9 OkToBeR 2024
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